
mendapai persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

DaerahKabupatcn Orobogan rnclalui Kepurusan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nornor 188/?.R 

tcmpat berrugas dan kcndisi kerja 

Sipil di Lingkungan Pemerintah 

berdasarkan beban kerja, 

kepada Pegawai Negeri 
Kabupaten Grobogan; 

c. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Ncgeri 
' Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan telah 

a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Mcriteri Dalam Negcri 

Nomor 13 Taltun 2006 sebagairnana telah diubah beberapa kaJi 

tcrakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

rrahun 2011 ten tang Pcrubahan Kedua Atas Peruturan Menteri 

Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pcrncrin tah Daer ah dapat 

memberikan tarnbahan pcnghasilan kepada pegawui negeri 

berdasarkan perurnbangan yang obyektif dengan 

memperhatikan kernampuan keuangan daerah dan memperoleh 

persetujuan Dewan Perwukilan Rakyat Daerah scsuai dengun 

ketcntuan peraturan perundang-undangan: 

b. bahwa dalarn rangka peningkatan kesejabteraan Pegawai Negcri 

~ip.il, sorta guna kelancaran pclaksanaan tugas pemerintahan, 

pembangunan dan pclayanan masyarakar di Kabupaten 
Orobogan, dipandang pcrlu memberikan tambahan penghasilan 

BUPATI GROBQGl\N, 

Dli;NCtAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Menirnbang 

PEMBERIAN.'l'AMDAHAN PENGHASILAN BAGl PEGAWAI NEGERI SIPTL 
DI L,JNGKUNGAN PEMERfNTAH KABUPATEN GROBOGAN 

TAHUN ANGGARAN 2018 

'J'~NTANG 

PERATURAN BUPATl GROBOGAN 

KOMOR 8· TAHUN 2018 

BlJPATI OROBOGAN 
PROVINS] JAWATENGAH 
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Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l.ernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 385); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara l~c~publik Indonesia Tahun 200$ 

Nornor '17, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nornor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 51 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan 

Pengelolaari dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 6~, 

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4450); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 'l'arnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 523'1); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014- rcntang Aparatur Sipil 
Negara (Lernbaran Negara Republik ilndcneeia Tahun 20 J 'I· 

Nornor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 5494); 

Penyelcnggaraan Negara yang Beraih dan Bebas dari Korupei, 

Kolusi cla.u Neporisme (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
1 

tenrang 1999 Tahun 28 Nomor 

l. Pasal 18 ayai (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19SO tentang Pembentukan 

Dacrah-Daerah Kabupaten dalarn Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 
3. Undang-Undang 

Tahun 2017 lentang Pcrsctujuan atas Permohouan Pernberian 

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Behan Kerja, Tempat 
Bertugas, Rcsiko Kerja dan Kelangkaan Profesi bagi Pcgawai 

Negeri Sipil Tahun Anggaran 2018; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan .sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu mcnctapkan 

Peraturan Bupati Lentang Pernberian Tambahan Penghasilan 

bagi Pcgawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Grobogan Tahun Anggaran 2018; 

Mengingar 
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201A tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Repl1blik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terukhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
JO. Peraruran Pemerinrah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor l40, Tambahan Lernbaran Negara 

Republlk Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Ncgara/Dacrah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

12. Peraturan Presidcn Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan 

Penghasilan bagi Guru Pe.gawai Negeri Sipil; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lentang 
Pedoman Pengelolaan. Keuangan Daerah sebagairnana relah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tcntang Per ubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara Republ1k 
Indonesia Tahun 201 l Nomor 310); 

14. Pcraturan Mcntcri Dalarn Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengclolaan Ba.rang Milik Daerah (Berita Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 

tcntang Pokok-pokok Pcngelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8); 
l 6. Peraruran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan don Belanja Dacrah Kabuoaten 

Grobogan Tahun Anggaran 2018 (Lernbaran Daerah Kabupaten 

Grobogan Tahun 2017 Nornor l2); 

17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2012 tentang 

Kriteria Pemberian Tambahan Penghaailan Kepada Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan 
(Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 34); 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai 'unsur penyelenggara 

Pemerintahan Dacrah yang rnernimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang rnenjadi kewenangan dacrah oronorn. 
3. Bupati adalah Bupati Grobogan. 

4. Satuan Kerja Perangkai Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Dacrah sclaku 
pengguna anggaran/ pcnp;guna barang . 

.1. Pegawai Negeri Sipil}Calon Pegawai Ncgeri Sipil yang 

selanjutnya disebut PNS adalah sctiap warga negara Republik 

Indonesia yang telah mernenuhi syarat yang ditentukan, 

diangka t oleh pejabar yang berwcnang dan discrahi tugas dalam 

suatu jabutan negura atau diserahi tugas ncgara lainnya, dan. 

digaji berdasarkan peraruran perundang-undangan yang 

berlaku yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah . 

6. Anggaran Peridapatan dan Bclanja Dacrah Kabupaten Grobogan 

yang sclanjutnya disingkai APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Pcmcrinrahan Daera h yang diba has dan discrujui 
bcrsama oleh Pernerintah Daerah dun 6ewan Perwakilan RakJ,at 

Daerab dan ditetapkan dengan Peraturan Oaerah. 

7. Satuan Kcrja Pcngelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah pcrangkat Dacrah pada Pcrnerintah 

Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna· barang yang juga 
rnelaksanakan pengelolaan keuangan Daerah. 

8. Unit Pclaksana Tckriis yang selanjutnya disingkat UJYf adalah 

organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional 
dan/atau penunjang tcrtentu. 

Pasal 1 

8AB l 

KETEN'fUAN UMUM 

PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI S!PlL OJ LLKGKUNGAN 

PEl\~ERINTAH l<AJ3UPATl!.:N GROBOGAN TAHU~ ANGGA.RAN 2018. 

PE~,IBERIAN TAMBAHAN BUPATI T!!;NTANG Menetapkan: PER.ATV.RAN 

MEMUTUSKA.N: 
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13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang .kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanukan tugas pokok d&11 

[ungsi SKPD yang dipimpinnya. 
14. Pengguna. Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan barang milik Daerah. 
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberik.uasa untuk 

rnelaksanakan sebagian tugas BUD. 
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi 

kuasauntuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna 
anggaran dalam mclaksanakan sebagian iugas dan fungsi 
SKPD. 

17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 
tata usaha keuangan pada SKPD. 

18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang 
melaksanakan satu atau bcbcrapa kcgiatan dari suatu program 
sesuai denga.n bidang tugasnya. 

l9. Pembaritu teknis pengguna anggaran adalah Kepala UP'r yang 

rnengelola anggaran. 

12. Bendahara Umwn Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
bendahara urnum daerah. 

9. -Jabatnn Pelaksana udalah sekelompok pcgawai apararur sipil 

negara yang bertanggung jawab rnelaksanakan kegiatan 
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 

10. Koordinator Wilayah adalah Pejabat Fungsional atau Pejabat 
Pelaksana yang diberikan tugas tarnbahan untuk mcmbawahi 
bcberapa unu kerja atau wilayah tertenru sesuai dengan 
Keputusan Kepala SKPD khusus untuk UP'!' dihapus 
keseluruhan. 

I I .. PejabaJ Pengelola Keuangan Daerah yang sclanjutnya disingkat 
PPKD adalah kepala SKPKD yang mernpunyai rugas 
mclaksanakan pengelolaan A.PBD dan bcrtindak sebagai bendahara 

umum daerah. 
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pada unit kerja SI<PD. 

25. I'embantu bendahara adalah pelaksana yang rnenjalankan 

Iungsi sebagai kasir, pernbuat dokumen pengeluaran uang atau 
pengurusan gaji. 

26. T'ejabat Pembuat Kurnitmcn yang selanjutnya discbut PPKom 
adalah pcjabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
Pengadaan Barangy.Jasa. 

27. Percncaria anggaran adalah pcjabat danr atau stat yang ditunjuk 

rnenyusun rencana Anggaran Pcndapsuan dan Belanja Dacrah 

pada SKPD/SKPKD. 

28. Penyusun laporan keuangan adalah pejabat dan/atau staf yang 
ditunjuk untuk menyusun laporan keuarigan daerah pada 
SKPD/SKPKD. 

29. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang 
mernpunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah sclaku 

pejabat pengelola kcuangan daerah; 

30. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut 

sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau 

pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 

dan mernpertanggung-ja\vabkan uang unruk 
belanja daerah dalarn rangka pelaksanaan /\PBJ? 

usahakan 

kcperluan 

20. Pernbantu adrninistrasi pengguna anggaran adalah Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha yang rnengelola anggaran. 
2 I. Bendahara Pcnerimaan adalah pejabat Iungsional yang ditunjuk 

untuk mcnerirna, menyimpan, rncnyctorkan, mcnatausahakan 
clan 1uemp1.;nanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalarn 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

22. Bendahnra Pencrimaan pembautu adalah adalah pejabat 

fuugsional yang ditunjuk untuk mcnenma, menyirnpan, 
rnenyetorkan, rnenatausahakan, dun mcmpertanggung 

jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan 
APBD pada unit kerja SKPD 

23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk rnenerima, rnenyimpan, mcmbayarkan, 
menatausahakan dan mempertaugungjawabknn uang untuk 
kcperluan belanja daerah dalarn rangka pclaksanaan APBb 
pada SKPD. 

24. Bendahara pengeluaran pembantu adalah pejabat fungsional 

yang ditunjuk rnenerirna, menyirnpan , rnembayarkan, menata- 
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Pasal :3 

( 1) Tam bah an Pcnghasilan berdasarkan rugas pokok clan fungsinya 

diberikan dengan kriteria : 

a. beban kcrja; 

b. ternpat bcrtugas; 

c. kondisi kerja (resiko kerja): atau 

cl. kelangkaan profesi 

(2) Tambahan Pcnghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

diberikan berdasarkan satu kriteria saja, kecuali untuk tcknisi 

jaringan/ proqrammer serta admin e-planning, e-budqetinq dan SI MDA. 

Pernberian tarnbahan penghasilan kepada PNS bertujuan: 

a. meningkatkan dedikasi kerja PNS sehingga mcmiliki semangat kerja 
yang tinggi; 

b. rnenmgkatkan rasa tanggung jawab dalam rnele ksanakan tugas 

yang menjadi kewajibannya; dan 

<:. meningkatkan kinerja PNS schingga dapat rnencapai hasil kerja 
yang lebih baik. 

Pasal 2 

BABU 

RUANG LU\fGKUP 

meriggunakan barang milik daerah yang berada dalam 

pcnguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

31. Pcngurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsionul Umum 

yang diserahi tugas rncnerima, menyimpan, mengeluarkan, 

mecatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

32. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang 
yang rnembantu dalarn penyiapan administrasi maupun teknis 
penatausahaan barang milik daerahpada Pengguna Barang. 

33. Pengurus Barang Pembantu Pengguna adalah yang diserahi 

tugas menerima, menyirnpan, mengeluarkan, menatausahakan 

clan mempertanggungjawabkan barang mili.k daerahpada Kuasa 
Pengguna Barang. 

34. Tambahan Penghasilan adalah tarnbahan penghasilan di luar 

gaji dan tunjangan yang sudah diterirna PNS di Iingkungan 

Pemerintah Daerah secara rutin setiap bulan, 
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dibebani pekcrjaan untuk menyelcsaikan rugas-tugas yang dinilai 

melampaui beban kcrja. normal. 

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) rliberikan kepada seluruh Pl\'S berdasarkan 

tugas pokok dan fungsi, kecuali yang telah menerima Tunjangan 
Profesi Guru. 

{3) Khusus unruk Staf Ahli Bupati dan Asislen Sekretaris Daerah 

rnendapatkan tambahan pcnghasilan dari satu komponen tambahan 

penghasilan bcrdasarkan tugas pokok dan fungsinya. 

(4) Dalam hal PNS merangkap tugas sebagai pengelola keuangan da.n/atau 

pengurus barang, pcnyusun anggaran dan/atau pernbuat laporan 

keuangan, selain rnenerima tambahan penghasilan mendasarkan tugas 
pokok dan fungsi dari pejabat maupun staf dapat diberikan tarnbahan 

penghasilan sebagai pengelola keuangan dan/atau pengelola barang. 

(5) Khusus unruk Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada SKPD tipe 13 
dan ripe C, dan Kecarnatan yang terdapat Kelurahan dibcrikan 

tambahan pcnghasilan selaku PPK SKPD, penyusun anggaran SKPD 

dan pembuat Iaporan keuangan SKPD. 

(6) Kasubag Keuangan SKPD yang melaksanakan fungsi SKPD dan fungsi 

SKPKD diberikan tambahan penghasilan selaku PPK SKPD, Pelaksana 

Teknis Kcgiatan BUD dan PPKD serta pembuat laporan keuangan 
SKPD. 

berdasarkan bcban kcrja sebagairnana 

ayat. (l) huruf a. diberikan kepada PNS yang 

(1) Tambahari penghasilan 

dirnaksud dalam Pasal 3 

Pasal 4 

BAB HI 

TAMBAJ-IAN PENGHASILAN .BERDASARKAN BEBAN KERJA 

(3) Sclain diberikan Tarnbahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( l) diberikan tarnbahan penghasilan bagi : 
a. pengelola keuangan; dan/atau 

b. pengelola barang. 

(4) Tarnbahan Penghasilan scbagaimanc dimaJcsud pacla ayat (3) huruf a 

diberikan kepada PNS yang diberikan tugas tambahan scbagai 

pengclola keuangan. 

(5) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

diberikan kepada PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai 

pengclola barang. 
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( 1) Besaran nominal pembcrian tambahan penghasilan berdasarkan be ban 

kerja mendasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 
Pasal 4 ayat (2) adalah sebagaimana tcrcantum dalam Lampiran I yang 

rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(2) Besaran nominal pemberian tarnbahan penghasilan bcrdasarkan tugas 

scbagai pengelola keuangan sebagaimana dirnaksud Pasal 4 ayat {4) 

tercantum dalam Lampiran Il yang mcrupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(3) Besaran nominal pemberian tarnbahan penghasilan berdasarkan tugas 

sebagai pengelola barang scbagairnana dimaksud Pasal 4 ayat (1) 

rercantum dalam Lampiran [U yang mcrupakan bagian tidak 

terpieahkan da.ri Peraturan Bupati ini 

(4) Penghitungan nominal tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) didasarkan pada pagu dana pada saat penciapan APBb 
dengan kctentuan sebagai berikut: 

a. Pengguna Anggaran, PPK-SKPD dan bendahara pcngeluaran 
didasarkan dari keseluruhan pagu dana yang dikelola SKPD; 

b. Bendahara pengeluaran PPKD bcrda sarkan Belanja Tidak Langsung 
yang dikelola; 

c. Pembantu bendahara gaji didasarkan dari gaji yang dikelola SKPD; 
d. Klrusus Dinas Pendidikan karena rentang kendali, jumlah sckolah 

dan anggaran yang dikelola dapat rnenetapkan lebih dari l [satu] 
orang pembanru bcndahara gaji atau sejenisnya, dengan 
penghitungan rarnbahan pcnghasilan didasarkan pada gaji yang 
dikelola bendahara; 

e. Bendahara penerirnaan clan bendahara penerimaan pernbantu SKPD 
didasarkan dari pendapatan yang dikelola dengan batasan 
pendapatan yang dikclola scbagaimana tercantum didalarn Pcraturan 
Daerah lentang APBD Tahun berkenaan; 

f. Dikccualikan kctcntuan sebagaimana dirnaksud huruf e ba1:,11 
pendapatan daerah SKPD yang belurn ditctapkan di dalarn Pcraturan 
Daerah lt:ntang APJ:ID, pcmberian tunjangan diterimakan sejak 
ditetapkan dalarn penctapan Perubahan APBD dan pernberian 
tunjangan tidak berlaku surut; 

Pasal 5 

(7) Kasubag Perencanaan SKFD yang melaksanakan Iungsi SKPKI) selain 

dibcrikan tambahan perighasilan selaku penyusun anggaran SKPD juga 
diberikan tambahan penghaailan sclaku penyusun anggaran SKPKD. 
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(1) Kcpala SKPD rncnunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK, 
PPK-SKPD, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang SKPD, Penyusun 
Anggaran SKPD, Pembuat Laporan Keuangan SKPD dan Pejabat lain 

Pasal 6 

g. PPKom didasarkan pada besaran Anggaran Perrugasan sebagai 
PPKom pada SKPD; 

h. Penyusun Anggaran SKPD, Pembuat Laporan Keuangan SKPD 
didasarkan pada helanja langsung SKPD; 

1. sclain yang tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf 
e, huruf I, huruf g, Lian huruf h didasarkan pada pagu belanja 
Iangsung yang dikelola SKPn. 

(5) Penghitungan nominal tambahan pcnghasilan sebagaima.na dimaksucl 
pada ayar (3) didasarkan pada pagu bclanja langsung yang dikelola 
SKPD dcngan ketenruan sebagai berikut : 
a. khusus untuk SckrctariaL Da.erah berdasarkan pertimbangan jurnlah 

barang yang dikelola, kornpctensi, beban kerja dan pertimbangan 
objektif lainnya dapat mengusulkan pengurus barang pembantu 
lebih dari l (satu) orang, dengan penghitungan tarnbahan 
penghasilan didasarkan alokasi belanja langsung yang dikelola; 

b. khusus untuk Dirias Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan 
Umum clan Pcuataan Ruang berdasarkan pertimbangan jumlah 
barang yang dlkelola, beban kerja, lokasi, kompetcnsi dan/atau 
rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya dapat 
mengusulkan : 

Satu orang pengurus barang dengan penghirungan tambahan 
pcnghasilan didasarkan pagu anggaran bclanja langsung yang 
dikclola sebagalrnaua tercanrum pada Lampiran HI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pen, ruran Bupati in i; 

Pembantu pengurus barang paling banyak 3 [tiga) orang dengan 
pcnghitungan tambahan penghasilan didasarkan alokasi belanja 
Iangsung yang dikelola; dan 
Pengurus barang pernbantu lebih dari 1 (satu) orang, dengan 

penghitungan tam ba11a11 penghasilan didasarkan alokasi belanja 
langsung yang dikelola. 

c. penghitungan tarnbahan penghasilan bagi unit pclaksana teknis/ 

koordinaror wilayah didasarkan alokasi belanja langsung yang 
dikelola pada masing-masing unit pela ksana tek:nis/ koordinator 
wilayan. 
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(l) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana 
dimaksud daJam Pasal 3 ayar ( 1) huruf c diberikan kcpada PNS yang 
dalam melaksanakan lugasnya berada pada lingkungan kerja yang 
memiliki resiko tinggi seperti PNS yang bekcrja pada instalasi Ronqent 

BABV 
'TAMBAHAN PENnHASILA.N BERDASARKAN KONDISI KERJA 

Pasal 9 

(1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (3) 

menetapkan PNS yang mendapat tambahan pcnghasilan berdasarkan 

'tempar bertugas. 

(2) Bcsaran nominal tambahan pcnghasilan berdasarkan ternpat bertugas, 
rercanrurn dalam Larnpiran J yang merupakan hagian tidak terpisahkah 
dari Peraruran Bupati ini. 

Pasal8 

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 3 ayai (1) huruf b diberikan kcpada PNS yang 
mclaksanakan rugas di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi 
dan daerah terpencil. 

(2) PNS yang rnenerima Tunjangan Profesi Guru yang ditugaskan di daerah 

yang merniliki Lingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil tetap 

diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas. 
(:3) Bupati menctapkan daerah yang memiliki kesuliran tinggi dan daerah 

terpencil atas usulan dari Kepala Dirias Pendidikan dan Kepala Dinas 

Kesehatan. 

BABN 

Ti\MBAHAN PENGHASIL/\N BERDAS/\RKAN TEMPAT BERTlJGAS 

Pasal 7 

yang bertugas rncmbantu pelaksanaan kegiatan scsuai dengan 
kewcnangannya. 

(2) .Jumlah PNS yang diberi tugas selaku Penyusun Anggaran dan 
Pernbuat Laporan Keuangan pada masing-rnasing SKPD sebagairnana 
dimaksud pacla ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang, kecua.Ji untu.k 
pernbuat laporan keuangan pada Dinus Pendidikan paling banyak 
7 (tujuh) orang. 

(3) Kepala SK.PKD rnenunjuk pejabat yang bertugas mcmbantu pclaksana 
teknis kegiatan PPKD. 
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(l) Tarnbahan penghasilan berdasorkan kelangkaan profesi sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kcpada PNS yang 

dalarn melaksanakan tugasnya dengan keahlian tertcntu, 

(2) Pernberian tambahan penghasilan berdaearkan kelangkaan profesi 
diberikan kepada : 

a. aparat pemeriksa pada Inspekrorat: 

b. teknisi jaringan dan programmer pada Dinas Kornunikasi dan 
Inforrnatika; 

c. admin e-pianninq, e-budqetinq dan Sistem Inforrnasi Manajemen 
Keuangan Dacrah di Badan Pcrcncanaan Pcrnbanguuan Daerah dan 
Badan Pcndapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

d. penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian serta Dinas Perernakah 
dan Perikanan. 

(3) Peruberlau tarnbahan penghasilan bagi aparat perncriksa pada 
tnspektorat dan penyuluh perranian pada Dinas Per tanian serta Dinas 

Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a dan huruf d berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penetapan PNS 
dalam Jabatan Fungsional Tertentu dimaksud. 

(4) Pernberian tambahan pcnghasilan bagi teknisi jaringan dan 
proqrurnmer pada Dinas Komuntkasi dan lnformatika sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan Keputusan Kepala SKPD 

mcngenai penugasan PNS sebagai teknisi jaringan dan programmer 

mengacu keahlian dan ijazah yang sesuai. 
(5) Pemberian tarnbahan penghasilan bagi admin e-planninq, e-budqetinq 

dan Sistern Informasi Manajernen Keuaugan Daerab pada Badan 

Pasal 11 

DAB VI 

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARK/\N KELANGKAAN PROFES! 

Besaran nominal tarnbahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja 
tercantum dalam Larnpiran l yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraruran Bupati ini. 

Pasal 10 

pada Dinas Kesehatan dan Rurnah Sakit Umum Daerah Dr. Raden 
Socdjali Soemodihardjo Purwodadi. 

(2) Kepala SKPD sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (1) merietapkan PNS 

yang mendapat tarnbahan pcnghasilan berdasarkan kondisi kerja. 
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Pasal 15 

(1) PNS yang dimutasi antar SKPD pada tanggal 1 (satu) bulan bcrkenaan, 

pembayaran dan besarnya tunjangan tarnbahan penghasilan mengacu 

pada SKPD yang baru. 

('..:!) Khusus PNS yang prornosi dalarn jabatan terten tu, yang pclantikarmya 

clan pengambilan surnpah jabatannya dilakukan pada tanggal 1 (satu) 

atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1 (satu) merupakan hari libur 

atau hari yang diliburkan , bcrhak rnendapat tarnbahan penghasilan 

pada bulan berkeuaan. 

(3) Dalam ha! pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah 
jubatan.dilukaunakan setclah tanggal l(satu) atau tanggal berikutnya 

apabila tanggal l (satu) merupakan hari libur atau hari yang cliliburkan 
diberikan tambahan penghasilan pada bulan berikutnya. 

(4) PNS yang ditunjuk sebagal Pelaksana Tugas diberikan tambahan 
penghasilan berdasarkan beban kcrja sebagai berikut: 

(1) Tainbahan Perighasilan PNS pada bulan berkenaan diberikan pada 

bulan berikurnya. 

(2) Khusus untuk pembcrian Tambahan Penghasilan PNS pada bulan 

Desember, diberikan pada bulan berkenaan. 

Pasal 14 

Tambahan Pcnghasilan kepada PNS dibcrikan terhitung mulai bulan 

.Januari 2018. 

Pasal 13 

BAB VII 

TATA CARA PRMl3AYARAN 

Bcsaran nominal tambahan peughasilan bcrdasarkan Kelangkaan Profesi 

rercantum dala:m Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 12 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pcndapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan kepurusan kepala 
SK.PD rnengenai penugasan sebagai adrnin dimaksud. 



Pembayaran Tarnbahan Penghasilan bcrdasarkan Pcraturan Bupati ini 

dibebarikan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupateri 

Grobogan Tahun Anggaran 2018. 

Passi 18 

(1) Pernbayaran tambahan penghasilan dilaksanakan dengan Surat 
Permintaan Pernbayaran Langsung. 

(2) Surat Permintaan Pernbayaran Langsung sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) paling sedikit, dilarnpiri dengan daftar penerimaan dan 

keputusan pejabat yang bcrwcnang. 

Pasal 17 

Tarnbahan Penghasilan PNS yang mengalami mutasi keluar / masuk Daerah 

diterimakan rnendasarkan Surat Keterangan Penghentian Pernbayaran dan 

Surat Pernyataan Menjalankan Tugas, 

Pasal 16 

a. untuk komponen beban kerja rnendasarkan tugas pokok dan fungsi 

sesuai dengan jabatan definitif yang dicrnban PNS berkenaan; dan 

b. untuk kornponen bcban kcrja rnendasarkan tugas sebagai pengelola 
keuangan dan barang daerah sesuai kepurusan penugasan atau 
sesuai dengan jabatan definitif. 

(5) Bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar tidak diberikan 
tambahan penghasilan sampai batas wakru tugas belajar selesai. 

(6) Bagi PNS yang sedang menjalani cuti hesar, cuti sakit, cuti bersalin, 
cuti karena alasan penting dan cuti di luar ranggungan negara lebih 
dari satu bulan tidak diberikan tambahan penghasilan sarnpai batas 
WR ktu d inyatakan aktif kembali. 

(7) Dalam hal keputusan yang rncnctapkan tugas belajar, rnenjalani cuti 

besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti 
diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan 
ayat (6), diterima setelah tanggal 15 (lima belas) bulan bcrkenaan tetap 
dibcrikan tarnbahan penghasilan pada bulan berkcnaan. 

(8) Dalam hal PNS menmggal dunia pada bulan bcrkenann tetap diberikan 

tambaban penghasilan pacla bulan berkenaan dan diterirnakan pada 

ahli warisnya, 
(9) Pemindahan lokasi pernbayaran tambahan pcnghasilan barus 

rnendapat rekornendasi dari SKPD yang akan diternpati. 
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SERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 8 

Ditetapkan di Purwodadi 

pada tanggal 23 Febru ari 2018 

~v- 
SRJ SUMARNf 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal 23 Pebruari 2018 

Agar setiap orang mengctahuinya, mcmerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarr; Berita Daerah 
Kabupaten Grobogan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 20 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Penatausahaan pengelolaan Tarnbahan Penghasilan PNS dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

Pasal 19 
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NEGl>Rl SJPIL DI t,INCKUNGAN PEMERIN1'/\ll KAl.lUl'ATC;N 
GROBOGAN T/,MUN I\NGGI\R,\N 2018 

DESARNYA TAMBAHAII PF.NGHASILAN J'NS TAHUN 2018 

NO Jcnis Tambahan Pojabat dan Scafyang m endapat Tunjangan Besarnya 
PCnl!hasilan tncrdasarkan Tunoksil iboJnn 

I 1 Sekreta tis Daerah 10.000.000 Tamoahan Pcnghasilnn 
2 Asceren Sekda, fn spektur-, Kcpala Oa<lan, Sekretaris 

6.000.UUO Dugi Pegawui J)J'RlJ 
Berdasarkan Beban Kcrja 3 Staf i\hli Bupatr 6.000 ooo llagi SJ<Pf) 4 r{cpala D1tH:lS da n Direkrur :~suo dr. Socdjari 4.300.000 

(i~C?rdasar Tupoksl) 5 l(abag <.~i Sckrctareat Dacrah, Kabag di Sekrerarlai 2.500.00(J 
DPl{D, Sekretaris Inspektors t da n lnspeknlr Pc~mbnnL1J, 
Camat. Sckrctarta di 13.1d<;.11 

6 Sekreraria Dinas, Kab,cl di Badan. wakil cllrektur l<SUD 2.250.000 

7 Kepala Llidang di Oinas, Kabag di RSt:D Dr.R, Soedjati ;J.000 000 

8 Sckcam 2 .UU<J.tH.IU 
g Esclon IV 3 (SI( PDi 1.200.00() 
l O Eselon IV a (Ul'T, KEC) 900 000 
l 1 Esclon IV b (Sl<PJ), Kasubag UPT) 7<JO.OOO 
12 St.af CPNS Dan PNS Gol. ur dan IV 500.0C() 
13 SI.al CPNS Dan !'NS Gel l clan 11 ,1 S0.000 

l 'l'ambahan Penghasilan J Tenaga Pcndidlk <it daerah yang rncmiliki kesulitem f.,Q().000 
iiagi Pegawai tinggi dan dacrah tcrpencil 
Ucrdas:11k<1n Ternpat 2 Tenaga tvledis di daerah _yHng memiliki kcsulitn.n 1.:nggi (,<,1.1:000 ncrtugas dan dacrnh terpcrtci! 

! Tambahan Penghnsilan J Pctugas rontgcn di RSU:) 11;. Socdjati !. I 51.).U()IJ 
l3agi Pegav.•'81 2 Perugas rentgcn d1 l)1nas- Keschatan 1.150.00() Bcrduaen-kan Rcsiko I<er;a 

•• Tambahan Penghasilan I Bcedaaarkan Kclangkaan 
P;·nfcsi 
a, ·ra.mba:i-an Pengnasuan l Auditor ·1~i11r;kat Trernpil Pelaksani:i 1.150.00u 

Apurat Pemertksa Pada 2 Auditor Tingkat Terarnpil PcJnksana Lar.jul::1n, Audncr 1.500.UOO Inapcktornr Tingkn; ·1\:l'arnpH Pcnyelia, Auduur Tirigka; Ahh 
Pt•rl},l,n,~ 1>1"'1"("!.'o'.lJto" Pt•rrt•ri r,t~h Pr>1'1'f\ fl'\(! 

3 Auchtcr Tingkat ,-\hi• tiifudn, l>c.nginvas Pcmoraitch 1.7:,0.000 
Mu da 

" Audit.or Tingkat /\hi r v 1aclya, Pcngawas Perncrintan z.coo.oou 
Madva 

5 J\aditorTinek:11 Ahl: Ut~una '- .500.000 

b Turubahnn l->e.ngho.t,i!o.n l. 'l'ckniei Jaringei.n / Prcgcamcr 900.0C() 
bagt 'J'cknisi Jaringun '2. Admin c-planning, c-budgcting dan SJf.,,fD:\ BOO.ll\JO dttn Prograrner, e- 
gcvermeru Pade Dinas 

I l\u1nunikasi dan 
lnformatika. £3APl'l~DA I c: 11 n t) l'I' [{,\!). 

c. Tt\m buhan Pcnghaeilan 1 Pcnyuluh l'ertanian Ahli 1.250.00C 
bagi Pcn:,uluh 

750 coo Pertania n pad~ Din as " Pcnyuluh l'crtunian Tararnpil < 
l'Orlr;.nfo111 dan Dinae 
Pctcrnakan dan 
Perika.nan • 

~OO" 
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